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Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah  bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia, bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak  pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal di Indonesia yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sehingga para terdakwa dipidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dalam penanggulangan pemalsuan surat pergantian kru kapal adalah adalah dengan upaya penal yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa pemalsuan surat pergantian kru kapal sedangkan upaya non penal dilakukan dengan lebih menitiktekankan terhadap tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pemalsuan gelar akademik. Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak  pidana pemalsuan surat pergantian kru kapal berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan  Nomor 1705/Pid.B/2023/PN Mdn bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa.
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ABSTRACT

The crime of forgery is a crime involving a system of falsehood or falsification of
something (an object), which appears to be true from the outside, when in fuct, it is
contrary to reality. The problem formulation in this thesis is how criminal liability
is imposed in the crime of forgery of ship crew change letters in Indonesia, how
efforts are made to prevent the crime of forgery of ship crew change letters, and
what legal considerations judges apply to perpetrators of forgery of ship crew
change letters based on the Medan District Court Decision Number
1705/Pid.B/2023/PN Mdn. The research method used is descriptive analysis that
leads to normative juridical legal research, namely rescarch conducted by referring
to legal norms, namely researching library materials or secondary materials.
Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal
materials and tertiary legal materials. Criminai liability in the crime of falsifying
ship crew change letters in Indonesia which has been legally and convincingly
proven guilty of committing a crime, those who commit, who order to do and who
participate in the act, make fake letters or falsify letiers violate Article 263
paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) Ke-1 of the Criminal
Code. So that the defendants were sentenced to imprisonment for: 1 (onc) year
each, minus the period of arrest and detention that has been served by the
defendants and with the order that the defendants remain detained. The results of
the study show that efforts to overcome falsification of ship crew change letters are
by means of penal efforts, namely by imposing criminal penalties on the defendants
of fulsifying ship crew change letters, while non-penal efforts are carried out by
placing more emphasis on preventive measures before the crime occurs. The main
objective is how the policy can address the factors causing the crime of falsifying
academic degrees. Preventive crime prevention refers io efforts undertaken before
the crime occurs. The judge's legal considerations regarding the perpetrator of the
crime of falsifying a ship's crew change letter, based on Medan District Court
Decision Number 1705/Pid.B/2023/PN Man, stated that the defendant’s actions met
the elements of Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code. The judge during
hg ARG R0 evidence that the defendant was unable to take responsibility for
f R found no reason, either justification or forgiveness, o eliminate
hyiinal sentence.
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